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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanva beberapa permasalahan yang dikadapi
olell Dings Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dalam memberikan
pelavanan kepada masyarakal, yvang antara fain: ) Peloksancan pelayvaman, tidak
melakukan pelaporan updating kartu keleorga barw, tidak revdafior dolam data base
sebagai satu keluarga karena nikak siri. 2) Program Pencrapan e-KTP dalam perekaman
e-KIP uniuk cakupan percepatan kepemilikan KTF rtidak sesuwai dengan farget vang
ditentukan. 3} Program Pelayanan Akte Kelahiran tidak sesuai targer. Permasalahan
fersebut diduga dischabkan oleh belum optimalnva pemberdayvaan vang dilakukan ofeh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pegawainva. Dalam penelitian ini akan
digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek dalam penelitian ini
adalah pegawal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sebanvak
6} orang. Pendekatan yang peneliti gunakan vaite pendekatan naturalisik kwalitaif,
Peneliti menggunakan prosedur penelitian, yaitn: (1) takap ovientasi, (2) tahap eksplovasi,
dan (3} tahap member cek. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data,
yaitu: teknik wawancara mendalam (indepth interview). teknik pengamatan peran serta/
participant observation dan teknik dokumentasi. Teknis analisis data difakukan dua rahap,
waitu: 1) Analisis date kasus individu (individval case), dan 21, Analisis data lintas kasus
feross case analysis). Pemberdayaan aparatur pemerintahan daerah dalam meningkatkan
kinerja pegawai pada Dinas Kependudwkan dan Pencatatan Sipil Kabuparen Ciamis
siudah dilaksanakan sesual dengan dimensi dan indikator-indikatornya. Kinerfa pegawai
masihi belum optimal baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas pelayanan,
Hambatan yang dihadapi adalah yaine rendahmva kualitas kerja pegawai yang disebablan
oleh masih rendahnya kompetensi dan ketevampilan pegawai, masih belum memadainya
sarana dan prasarana serta fasilitas penunfang dan belum optimalnya pimpinan dalam
melakukan pendelegasian wewenang pada bawahannva. Upava yang dilakukan adalah
meningkatkan kualitas kerja pegawai meningkatkon keterampilan dalam  melakukan
inovasi, keterampilan dalam mengatasi hambeatan dalam pekerjaan, keterampilan dalam
mengoperasikan peralatan kerja, keterampilan dalam  memberikan pelayanan, dan
keterampilan dalam melaksanakan rugas pekerjaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, aparatur pemerintahan, dan kinerja pegawai

pemberdayaan  aparatur dan  masyarakat
serta  pelayanan  publik.  Peluang  dan

I. PESNDAHULUAN
Pelakzanaan otonomi daerah dalam

Megara Kezatuan Republik Indonesia, pada
dasamya telah memberikan peluang dan
tantangan bagi dacrah khususnya daerah
kabupatenkota sebagai konsekuensi logis
paradigma yang diemban oleh Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah vailu demokratizasi,

lantangan tersebul merupakan suaio  hal
yang beralasan, mengingal secara empirik
masyarakal menginginkan peranan aparatur
pemerintah dapat menjalankan tugas-tugas
pelayanan secara optimal. Tumpuan dar
harapan-harapan iu  sendiri  kini lebih
tertyju pada institusi pemeriniah daerah
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agar dapat mewujudkan pemerintahan vang
baik (good governance).
Pemerintahan  vang  baik  {good

governance) dapat menjadi kenyataan dan
sukses apabila didukung oleh aparatur yang
memiliki  profesionalizme  tinggi  dengan
mengedepankan terpenuhinya akuntabilitas
dan responsibilitas publik, vakni dengan
menekan  sckecil mungkin  pemborosan
penggunaan  sumber-sumber  keuvangan
pemerintah  (megara) dan juga sekaligus
memperkuat peraturan perundang-undangan

yang berlaku sebagai  fondasi  untuk
melaksanakan fugas-lugasnya,
Implementasi  kebijakan  otononu

dacrah berdasarkan Undang-Undang Momor
23 Tahun 2004, telah menciptakan
implikasi luas di segala aspek pemerintahan
dari pusat sampal dengan desa'kelurahan.
Seinng  dengan  implementasi  kebijakan
olonomi dacrah dan konsep baru paradigma
pemerintahan, vang lebih menitikberatkan
pada aspek demokratisasi, pemberdayaan
masyarakat, dan pelayanan masyarakat
yang prima, maka implikasi yang muncul
yaitu tuntutan kepada semua  lingkatan
organisasi,  lermasuk pada Drinaz
Eependudukan  don Pencatatan  Sipal,
khususnya bagi pepawainya untuk lebih
berkualitas, produktif dan  profesional
menjadi  semakin besar  dan bersikap
proakuf,

Salah satu tujuan pemberian olonomi
kepada dacrah  adalah  dalam  rangka
peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi
penyvelenggaraan  pemerintahan di daerah,
terutama  dalam hal pelaksanaan
pembangunan  dan  pelavanan  kepada
masyarakat, schingga diharapkan dapat
meningkatkan  kualitas  pelavanan  dan
kesejahteraan rakyat. Aspek penting yang
mempengaruhinya  antara lain adalah
kenyataan mengenai fingkat kualitas sumber
daya manusia dan kemampuan keuangan
dacrah yang dirasa masih kurang. Tetapi
dari aspek-azpek tersebul kualitas sumber
dava manusia, bk sumber dayva manusia
aparatur maupun sumber daya manusia

masyarakat merupakan faktor  paling
dominan ferhadap pelaksanaan  otopomi
daerah, sebab fakior-faktor lain  secara
empirik sangat tergantung dari faktor ini.
Berapapun besamya dana yang  dimiliki
oleh suaiu daerah, dan betapa besarniya
sumber dava alam vang tersedia, tanpa
sumber daya manusia yang berkualitas,
maka dacrah  sulit untuk  berkembang,
Thoha (2000:1) mengemukakan  bahwa,
unfuk mempertahankan  kehidupan  dan
kedinamisan organisasi  {orgenizarional
survival), setiap organisasi mau bidak mau
harus  adaptif  terhadap  perubahan.
Organizasi birokrasi yang mampu bersaing
di maza mendatang adalah vang memiliki
sumber daya manusia berbasis pengetahuan

cdengan memiliki berbagai  keterampilan

seria keahlian (prdii skilling workers).

Sumber daya manusia yang tersedia
hanya akan dapat mendukung pertumbuhan
bila dizeriai dengan PETIEUASAAn
pengetabuan vang  memadai.  Tanpa
penguasaan pengetahuan yang sesuai dan
memadai, pendeduk yvang besar hanyva akan
berdampak menambah beban bangsa untuk
mencapal  serta mempertahankan  tingkat
kesejahteraan yang pantas.

Begitupun  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan,  sebak  apapun  sistem
alaupun perangkat vang digunakan, tidak
akan berarti apa-apa, tanpa didukung oleh
pegawai vang berkualitaz, komitmen vang
kuai, kejujuran, semangal juang  dan
pengabdian vang tinggi terhadap negara dan
bangsa. Demikian juga halnya untuk
mewujudkan  juan  dalam  kerangka
pelaksanaan olonomi daerah perlu
kemampuan yang tinggi yang didukung
oleh pegawai yang berkualitas. Kualitas
tersebul  dapal diamaii dan  kemampuan
profesionalitas sesuai bidang tugas vang
menjadi tangeung jawabnya.

Pemerintahan di masa mendatang
adalah pemerintahan vang cerdas, inovauf

dan kreatif serta berorientasi kepada
kepentingan  masyarakat, melaksanakan
kewajiban  untuk  memenuhi  harapan
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masyarakat. Sejalan dengan itu pemerintah
daerah  harues  mampu  mengedepankan
fumgsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan
pemberdayaan masyarakat dengan
berlandaskan pada visi yang jelas. Visi
tersebut, berusaha diwujuedkan melalui misi
vang salah zalumva  adalah  pervujudan
aparatur negara vang berfungsi melavan
masyarakat secara profesional, berdaya
guna, produktif, transparan, bebas dan
korupsi, kolusi, dan nepotisme,

Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa melalui aparatur pemerintah yang
berkualitas prima dari segala segi, baik segi
fisik mavpun non Gk maka cita-ciia
masyarakat dapat terwujud. Ketergantungan
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
selama zaman orde baru begitu besar, tetapi
sekarang sudah saainya pegawai pemerintah
daerah harus  mampu  meningkatkan
profesionalismenya, sera lebih kreatil dan
proaktif.

Pemenntah dacrah harus menyadan
bahwa implementasi kebijakan otonomi
daerah vang dititik berakan pada daerah
kabupatenkota, tdak saja diartikan bahwa
kewenangan yang dimiliki pemerintah
dacrah menjadi lebih besar dan otonomi
makin lwas ietapi harus dipahami  juga
bahwa, tanggung jawab dalam pelayvanan
harus semakin besar pula. Oleh karena itu,
sumber daya pegawal yvang  berkualitas
harus dimiliki oleh selurah penvelenggara
atonomi dagrah,

Sumber dava manusia vang tepat
merupakan salah satu aset yang  tidak
ternilai  harganya bagi seliap organizasi
karena dapat membenkan koniribusi yang
berarti kepada satuan kega secara efekufl
dan efesien. (Meh karena itu bagaimana cara
unfuk mengembangkan, memelihara, dan
meningkatkan kinega pegawai merupakan
zalah satu faktor vang perlu diperhatikan
bagi setiap organizasi. Demikian pula di
dalam perubahan lingkungan yang strategik
(politik, ckonomi, sosial, teknolog, dil}
maka perlu dituntut adanva  kemampuan

aparatur pemerinahan yang  profesional
dalam menjalankan fugasnya.

Seinng dari pada iu dengan berkem
bangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
serta  tuniutan  arus  plobalisasi, maka
dituniut pula adanya sumber dava aparatur
vang memiliki kapabilitas, vakni pegawai
vang dapat bekerja secara efizien, efektif,
produktif, dan memiliki pengetahuan dan
keterampilan vang tidak kadaluarsa vang
pada akhimya mampu menampilkan kinega
vang memuaskan. Mamun dilema vang
sering terjadi pada birokrasi pemerintah saat
ini adalah adanya tanggapan masyarakat
terhadap kinega aparatur pemerintah vang
belum menunjukkan kapabilitas yang tinggi
serta tidak profesional dalam menjalankan
fugasnya,

Kedudukan dan peranan  pegawal
dalam  setiap  organisasi  pemeniniahan
sangat  mencniukan,  sebab  pegawai
merupakan tulang punggung pemerintahan
dalam pembangunan  nasional,  MNamun
demikian i dalam  pelaksansan  dan
penyelenggaraannya  yang  bermacam-
miacam banyak mengalami kesulitan, karena
masalah pegawai adalah masalah manusia
schingga memerlukan  pengaturan  dan
pembinaan vang sebaik-baiknya.

Pemerintah sebagai organisasi publik
belum  memiliki  perhatian  dalam
pengembangan  kualitas  pegawai, seperti
vang dikemukakan oleh Wasistiono (2003:
34) bahwa:

Kebijakan politik pemenintah selama
ini tidak miemmihak kepada
pengembangan kualitas sumber daya
TATISTA, melainkan pada
. pembangunan fisik vang kasat mata,
" konkrit dan mudah diukur, Hal tersebu
nampak  dan  proporsi biayva
pengembangan 3D yvang  berkisar
hanya 10% dar anggaran negara serta
kurangnya penghargaan pada karya-
karva  imtelekiual,  Selain i,
masyarakat nampaknya juga lehih
menghargai bungkus-bungkus
kEamuflase berupa pelar  akadenuk
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daripada isi otak dan  kemampuan
bekerja sescorang,

Dinaz Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Ciamis adalah unsur
penunjang  Pemerintah  Dacrah yang
melaksanakan kewenangan Dacrah
sebagian bidang kependudukan
sehagaimana  yang  disebutkan  dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor
13 Tahun 2008 tentang  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Namun demikian dalam kenyataanya
terdapat  beberapa permasalahan  yang
dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Clamis dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakan,
antara lain:

l. Pelaksanaan

pelayanan cakupan

penerbitan kartu keluarga dari targer 80

Ya yang mempunyai kartu keluarga
namun baru 70 % yang mempunyai
sedangkan  sisanya masih  digabung
dengan Kartu Keluarga orang tua, tidak
melakukan pelaporan  wpdaning  kartu
keluarga baru, tidak terdaftar dalam
database sebagai satu keluarga karena
nikah siri.

percepatan kepemilikan KTP udak
sesuai dengan target yang ditentukan
dalam waktu 6 bulan efekif, hal ini
karena partisipasi warga untuk merekam
data ¢-KTP hanya mencapai 3.000 lebih
schingga dari  wajib KTP yang
ditargetkan 20 % realisasinya hanya 84
Yo dan 6 % yang kurang dani target.

3. Program pelayanan akte kelahiran dari
target keseluruhan penduduk yang telah
mempunyai akte kelahiran pada tahun
2015  (sampai bulan  September)
ditargetkan 70 % namun target yang
dicapai 56 %6 karena stigma masyarakat
untuk kepengurusan akte kelahiran vang
terlambat 1 tahun lebih harus mengurus
ke pengadilan dengan biaya yang besar
(high eost) membuatl masyarakat enggan
dalam membuat dokumen kependudukan
akte kelahiran kecuali masyarakat secara
insidentil membutuhkan akte kelahiran.

Permasalahan  tersebut  diduga
dischabkan  oleh  belum  opiimalnya
pemberdayaan vang dilakukan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada

pegawainya baik dalam segi pendidikan,

pengetahuan dan keterampilan. Dalam segi

pendidikan, tingkat pendidikan pegawai di

2. Program pencrapan  ¢-KTP dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
perckaman e-KTP untuk  cakupan  dapat dilihat pada tabel | berikut:
Tabel 1.
Tingkat Pendidikan Aparatur
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) |
1 52 4 67
2 51 22 16,67
3 D3 5 5,33
[] ] 1] 0,0
= SLTA 28 46,67
SLTP 1 1,67
Jumlah 0 100,00

Sumber: Bagian Kepegawaian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Hﬂpcmhm;

2015

Sebagaimana terlihat pada tabel o
atas bahwa 46,67 % Pegawai Negeri Sipil di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ciamis memiliki pendidikan

formal dibawah tingkat sarjana yaitu SMA.
Dalam era globalisasi saat ini latar belakang
pendidikan memegang peranan  penting
untuk mencapai Wujuan organisasi, Semakin
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tinggi lingkat pendidikan maka semakin
baik pula profesionalitas  dan  kualitas
pegawai dalam mencapai fujuan organisasi
pemerintahan  khususnya dalam  rangka
memberikan  pelavanan  terbaik  kepada
masyarakat.

Dengan demikian dilibat dari aspek
pendidikan, bahwa tingkat pendidikan PNS
di [himas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten  Ciamiz  belum
menunjukkan hal yang menggembirakan.
Pemberdavaan pegawai dirasakan sangat
perlu selain untuk memberikan tanggung
jawab dan wewenang kepada pegawai,
fenfunya juga schapal upaya mendorong
para pegawai uniuk berusaha
mengembangkan dirinya terutama kualitas
dalam rangka mencapai kapasitas kerja
organisasi. Dengan adanya pemberdayaan,
pegawai merasa diperhatikan dan  pada
akhimya pemberdayan pegawai diharapkan
mampu mewujedkan tujuan organisasi serta
pengembangan pegawai.

1. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan
metode  deskriptif  dengan  pendekatan
kualitatif, waitu data yang dikumpulkan
cenderung bersifat naratifl daripada angka-
angka vang hasil analisisnya berupa uraian-
wraian  vang sangat  deskriptif  dan
berdasarkan  pada  analisis data  secara
indukiif. Dalam  penelitan  kualianf,
prosedur pengumpulan data tidak memiliki
sualu pola yang pasti, schab desain serta
fokus  penelitian  dapat  mengalami
perubahan yang bersifat “emergent”, akan
tetapi untuk mempermudah pengumpulan
data, peneliti menggunakan prosedur scperti
vang dikemukakan oleh Masution dan
Subing (2008: 114}, sainee (1) tahap
orieniasi, (2 tahap eksplorasi, dan (3] tahap
member cek,

Peneliti  menggunakan  beberapa
teknik pengpumpulan data, vailu o ieknik
wawancara mendalam (indepil interview),
teknik pengamatan peran serial participant
observationdan teknik dokumeniasi,

II. PEMBAHASAN

X1 Analisis Pemberdayaan Aparstor
Pemerintahan Daerah dalam
Meningkatkan  Kinerja  Pepawai

pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Pemberdayaan aparatur pemerintah
merupakan suaiy sistem, karena memiliki
berbagal komponen yang saling berkaitan
dan mempengaruhi antara komponen yang
satu dengan komponen vang lain untuk
menciptakan suatu output,

Berdasarkan hasil penelitian tentang
analisis pemberdayaan aparatur
pemerintahan daerah  pada Dinas
Kependudukan  dan Pencatatan  Sipal
Kabupaten Ciamiz bahwa kepala dalam
memberikan peran pada bawahannya yaitu
dengan  mendelegasikan  wewenangnya
secara  jelas  dengan  berpedoman  pada
Eeputusan Bupati Momor 43 Tahun 2008
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Eera Unsur
Organisasi  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil. Pemberian peran tersebut
dibagi dalam beberapa ugas dan fungsi
seperti sekretanat vang membawahi tiga
fungsi yailu umum dan kepegawaian,
keuangan dan program.

Dalam pemberian peran juga kepala
mendelegasikan wewenangnya  pada
beberapa  bagian  tugas  seperti  bagian
pencatatan yang membawahi dua bagian
unit  kega  yailu  pelayanan  dan  daia
pencatatan sipll  juga  perkawinam,
perceraian  pengaturan  dan pengesahan
anak. Bidang pendafiaran membawahi dua
unit kerja vaitu pendafiaran penduduk dan
mutasi serta pelayanan KK dan KTFP dan
bidang informasi membawahi  unit-uni
kerja seperti sistem, teknologl, pengolahan
data dan informasi sema monitoring dan
evaluasi. Pemberian  peran  melalui
pendelepasian wewenang vang terdini dan
beberapa bagian tersebut agar dapat bekerja
sgcara  oplimal untuk  mencapai  fujuan
OrEAniEas.

Proses pemberdayvaan melalu model
kelompok kerja yvang di lakukan olch kepala
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adalah dengan membuat pola atau desain
strukiur organisasi, desain tentang strukiup
organisasi  dapatl  membenkan  kerangka
yang menghubungkan wewenang karena
strukiur  merupakan  penetapan dan
penghubung antar posisi para  pegawai,
Dralam penetapan posisi-posisi para pegawai
tersebut  dijabat oleh beberapa  orang
pegawai sesuai dengan keahliannya masing-
masing  sehingga membentuk  sebuah
kelompok  kerjasama  schingga  mampu
meenyelesaikan bugas secara efektif,

Dralam imodel pemberian
kewenangan, Kepala Dinas Eependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis
telah mendelegasikan wewenangnya pada
para bawahannya melalui pembagian tugas
vang ferdin  dari beberapa  kelompok
kerjasama yang dipimpin oleh  seorang
kepala bagian dan seksi, hal ini uniuk
mempercepal | pencapaian  fujuan  secara
optimal, I[N samping  memberikan
wewenang  tersebul Kepala [Dinas  juga
membenkan kepercayaan penuh pada para
pegawail unfuk dapat melaksanakan fugas
dan  fungsinya masing-masing lerulama
untuk merencanakan, mengendalikan, dan
membuat keputusan tentang pekerjaan yvang
menjadi tanggung jawabnya, tanpa harus
mendapatkan otorisasi secara eksplisit dani
atazan, Dengan demikian secara udak
langsung  atasan  telah  membenkan
kesempatan pada pegawai uniluk
mengembangkan potensi vang dimilikinya,

Berdasarkan wraian i atas  dapat
disimpulkan bahwa pemberdayaan aparatur
pemerintahan vang dilakukan  di Dinas
Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil
Eabupaten Ciamis merupakan suafu strategn
yvang  diterapkan  dalam  melakukan
pemberdayasn pada  pegawai uniuk
meningkatkan kinerjanya, Hal ini sesuai
dengan pendapal vang dikemukakan oleh
Atep (2003: 125) beberapa hal yang harus
dilakukan oleh organisasi pemerintah pusat
dan daerah dalam menerapkan
pemberdayaan pegawai, yaitu:

I. Para pemimpin’ manajer dan penyvelia
membagl tanggung  jawabnya  kepada
bawahannya.

2, Melatih  penyelia  dan bawahannya
bagaimana pendelegazion dan menerima
tangpung jawab.

3. Melakukan komunikasi dan umpan balik

dari  pimpinan  penyelia  kepada
bawahannya.

4. Memberikan penghargaan dan
pengakuan sebagai hasil dari evaluasi
kepada  pegawal  afas jasa  dan
kontnibusinya kepada organisasi,

Dengan demikian komponen dalam
sistern pemberdayaan aparalur pemerintah
tidak berdin sendini tetapl merupakan satu
kesatuan yang saling berkaitan antara sat
dengan yang lainmya, Aparatur pemerintah
perlu  dibekali  dengan  pengetahuan  dan
kemampuan  yang  menunjing  dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
Hanya saja yang harus diingat bahwa
potensi  yang dimiliki setiap  aparatur
tentuiya berbeda salu dengan lainnya, dan
poiensi i dapat  diarahkan  dan
dikembangkan. Agar dapat meningkatkan
penpetahuan dan kemampuan maka
aparatur harus diberikan kesempatan dan
dimampukan untuk melakukannya. didalam
implementasinya, pemberdayaan aparamnur
perlu dibarengi oleh dukungan baik dan
pimpinan  maupun  dukungan  organisasi
sehapgal upaya schingga proscs
pemberdayaan dapat dilakukan.

Berdasarkan  wraian tersebul  dapat
disimpulkan bahwa dalam melaksanakan
strategi  pemberdayaon  perlu  adanya
langkah-langkah yang diperlukan dalam
pemberdayaan aparatur  pemerintah  pada
dazarmya  dapat  dilakukan dengan cara
pimpinan  berkewajiban untuk menggali,

menyalurkan, membing SEFla
mengembangkan  polensi | pegawainyi.
pemberdayaan  erat  kaitannmya  dengan
pendelepasian, oleh karena itu
pendclegasian wewenang  hendaknya
diarahkan agar bawahan  mempunyai

inisiatil dalam pengambilan keputusan.
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Pimpinan schagai fasilitator dan organisator
diharapkan mampu memberikan bimbingan
dan pengarahan kepada bawahannya dalam

mengembangkan kemampuan dan

pengetahuan  yvang  diperlukan  dalam

pelaksanaan ugaz dan tanggungjawabnya.

31 Kinerja Pegawai pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ciamis

Kinega pegawal dalam  organizasi
mengarah  kepada kemampuan pegawai
dalam melaksanakan keseluruhan  fugas-
lugas yang menjadi fanggung jawabnya.
Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan
indikator-indikator keberhasilan yang sudah
ditetapkan. Schagai hasilnya akan diketahui
hahwa sescorang pegawai masuk  dalam
tingkatan  kinega  fertentu.  Kinerja
merupakan kombinas: antars kemampuan
dan wsaha untuk menghasilkan apa yang
dikerjakan. Supaya menghasilkan kinerja
vang baik  seseorang  harus  memiliki
kemampuan, kemauan usaha agar seria
setiap kegiatan yang dilaksanokan, Suatu
cara yang dilakukan untuk menilai prestasi
kerja scorang pegawai apakah mencapai
target  pekerjaan yang  dibebankan
kepadanya adalah penilaian atau evaluasi
kinerja. Pelaksanaan penilaian hasil kerja
atau kinerja organisasi maupun kinerja
individual  dilakukan  oleh  sistem
manajemen yang bertugas uniuk melakukan
penilaian hasil kerja karyawan vang dizsebut
manajemen  kinerja.  Maupun  kinerja
memfokuskan perhatiannya pada prestasi
kerja karvawan dan objek pembahazanmya
sama yailu prestasi kega  karyawan,
Program manajemen kerja vang mempunyal
ruang lingkup yang besar dan menjamah
semua elemen yang didavagunakan uniuk
mieningkatkan kinerja organisasi,

Berdasarkan hasil analizs
wawancara mengenai kinerja pegawai
Drinas Kependudukan dan Pencatatan Sipal
Kabupaten  Ciamis, bahwa  dalam
melakukan penilaian kinerja pegawainya
kepala melakukan penilaian dan beberapa

aspek vailu kesctiaan pegawai, prestasi
kerja pegawai, tanggung jawab, ketaatan,
kejujuran, kerjasama dan prakarsa.

Azpek  kezetiaan  pegawai  Dinas
KEependudukan  dan Pencatatan Sipl
Kabupaten Ciamis difunjukan dengan iman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Eza, dan memberkan pelavanan secara adil
dan merata kepada masyarakat dengan
dilandasi kesetizan dan ketaatan kepada
Pancazila, Undang-Undang Dazar 1943,
Megara, dan Pemenintah seperti kesetioan
dan ketaatan pada peraturan yang berlaku
dengan menjaga sikap, tingkah laku dan
perbuatan yang baik. Hal ini merupakan
suatu komitmen pegawail ketika di angkat
schagal pegawal uniuk setia pada aturan
vang berlaku. [N samping pegawai Dhnas
Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil
Eabupaten Ciamis dalam  melaksanakan
semua fugas dan kewajibanmya berpepgang
teguh pada amanat vang telah dibenkannya,
schingga dalam pelaksanaannyva  penuh
tanggung jawak,

Aspek prestasi kega relah dinunjukan
dengan kemampuan kerja pegawal meliputi
dua ranah wyaitu 1) pengalaman  kerja
pegawai, dan 2} pengetabuan dan
pemahaman akan syvarat pekerjaan pegawal.
Dengan adanya dua ranah tersebut kinerja
pegawai  menjadi  optimal.  Dengan
kemampuan kerja ftersebut keterampilan
vang menunjang lerhadap profesi dapat
meningkat sehingga tingkat pengalaman
kerja pepawainya atas pekerjaan terscbut,
dengan  tujuan  agar pekerjaan  vang
diberikan dapat  dikerjakan szecara baik,
benar, efekil, dan efisien sehingga tujuan
organisasi dapat dicapal dengan opltimum,

Penilaian selanjutnya yang dilakukan
olech Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Eabupaten Ciamis adalah
tanggung  jawab  Pepawai di Dinas
Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil
Kabupaten Ciamis telah memiliki rasa
tanggung jawab pada pekenaannya, hal ing
dapat ditunjukan dengan keprofesionalan
bekerja  dengan kesungguban  han
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(rrvdhfielly,  serionsmess), tidak  setengah-
setengah, apalagi asal-asalan atauw main-
main. Kesungguhan hati juga mengandung
arti  kesanggupan (commitment) untuk
melakukan pekerjaan atau tugas dengan
sepenuhnya dan ilu merupakan suafu janji
(promise) yang harus ditepati. Hal ini
merupakan konsekuensi dari  keputusan
vang di ambdlnya, -

Selanjuinya  aspek  kelaatan  vang
dimiliki oleh pegawal Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis
adalah  menjalankan  semua  fugasnya
berpedoman  pada  peraturan vang telah
ditetapkan schingpga hasil vang dicapai
sesuai dengan fujuan vang telah ditetapkan
dengan diziplin yang tinggi yang ditunjukan
dengan adanya kepaiuban pada afuran dan
tata terib i Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamiz vang
merupakan bentuk aturan yang harus ditaati
dan dilaksanakan olch pegawai, schagai
salah za pereujudan  kehidupan  vang
sadar akan hukum dan aturan. Tata terib
menjadi rambu-rambu  kehidupan  bagi
pegawai  Dhnas  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ketika
berada i kantor.

Aspek kejujuran merupakan  =zalah
satu faktor vang harus dimiliki oleh setiap
pegawai oleh karena ilu, Aspek kejujuran
tersebul dikasanakan oleh pegawai Dinas
Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil
Kabupaten Ciamis melalui ketulusan dalam
menjalankan semua aktivitasmya, Sehingga
dapat mewujudkan vizi serta menyelesaikan
misi. Pegawal berangrapan bahwa bekerja
bukan hanya karena atasan, namun lebih
pada  aktivitaz  tanpa  pamrih  unfuk
kepentingan umum. Aspek kejujuran juga
diaplikasikan  oleh  pegawai  Dinas
Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil
Eabupaten Ciamis  tidak  melakukan
tindakan wyang sewenang-wenang karena
pegawai telah mempunyai disiplin yang
tinggi dan memiliki ketaatan para aluran
yang berlaku,

Dalam schbuah organisasi kerjasama
mutlak diperlukan karena dengan kerjasama
semua [ugas dapal terselasaikan  dengan
cepat. Kerjasama yvang dilakukan oleh antar
pegawal di Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis vang
diimplementazikan  kedalam  suatu  wujud
nyila pelaksansan kega haman, Kerazama
antar pegawai diperlukan agar terjalin
kesamaan  (wjuan  dalam  pelaksanaanya,
peran kepala dalam  kegazama  dalam
OTRani5sas adalah mempermudah
penyelesaian pekerjaan bawahan achingga
atazan tidak perlu lagi repol mengarahkan
dalam kegiatan sehan-han karena bawahan
sudah tahu apa vang harus dilakukan dan
apa vang harus dicapai serta mengantisipasi
kemungkinan  hambatan  vang  muncul
sehingea tdak teradi kesimpangsivran dan
kesalahpahaman dikemudian harn schingza
tercapai suatu pola vang membudaya secara
global di lingkungan organisai i sendin
sehingga  diharapkan  pantinva  pola
kerjasama terscbut benar-benar menjadi
budaya yang tidak terkesan dipaksakan dan
adanya kerelaan dan setiap unil untuk
mielaksanakannya,  Sesuai dengan  fujuan
dan sasaran vang ingin dicapai oleh Dinas
Eependudukan  dan Pencatatan  Sipil
Kabupaten Ciamis yaitu dapat terpenuhinya
pelavanan  pada masvarakat  vang
berkualitas, oleh karena itu pegawai di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Eabupaten Ciamis melakukan kega sama
dengan  masvarakal  vang  merupakan
wahana dan  sarana  untuk  lebih
memaniapkan  hubungan dan  keferikatan
anfara  instansi  pelavan  publik  dengan
masyarakal selaku penenma pelayanan.

Dalam hal  prakarsa,  imovasi
merupakan salah satu proses mengubah
peluang menjadi gagasan dan ide-ide, oleh
karena iu pegawal Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis
menunjukannyva  dengan  kemampuan
menggabungkan imanjinasi dan pikian
kreatif secara sistematis dan logis sehingga
dapat melaksanakan tugas tanpa menunggu
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perinfah  dengan  demikian  pegawai  di
lingkungan Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipill Kabupaten Ciamiz telah
berkembang,

Berdasarkan uraian di atas bahwa
untuk menilal kinerga pegawai di Dinas
Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten Ciamis  kepala  melakukan
evaluasi terhadap pegawai dengan melibat
beberapa aspek seperti aspek  kesetiaan,
prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan,
kejujuran, kerjasama dan prakarsa. Eetujub
aspek tersebul mencerminkan bahwa kinerja
pegawai  akan berkualitas jika aspek-aspek
fersebut dipenubi. Dengan demikian
penilaian vang dilakukan olech Kepala Dinaz
Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil
Kabupaten telah sesusni dengan pendapat
vang di kemukaan oleh Mangkuncgara,
(2009:15) bahwa “fobtor- fobior Einera
terdivi dart fakior internal dan  fakior
cksternal, fakior  internal  (disposizsional)
vaitu faktor yang berkubingan  dengan
sifar-sifet  seseorang.  Sedangkan faktor
eksternal  waitu  foktor-faktor  yang
mempengarihl  KRerfa  sereorang  vang
bevasal dari Ninglungan, Seperii perilaki,
sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerfa,
ferwahan atau pimpinan, fasilitas kerfa don
ikdim orgarisasi.

Fakior internal dan fakior ekstemal di
ataz merupakan jenis-jends atrbusi vang
mempengandhi  kinerja  seseorang.  Jemis-
jenis atribusi yang dibuat oleh para pegawai
memiliki sejumlah akibat psikologis dan
berdasarkan  kepada tndakan,  Dengan
demikian dapat dihasilkan suatu hasil kega
yvang fepat puna berdasarkan misi, wvisi,
sasaran serat ujuan yang jelas.

33 Hambatan Pemberdayaan Aparatur

Pemerintahan Daerah dalam
Meningkatkan  Kinerja  Pegawai
pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis
Berdasarkan hasil penelitian bahwa

kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Eabupaten Ciamis

terdapat beberapa hambatan vang dihadapi
aitu;

{. Maszih rendahnya kualitas kerja pegawai
Eendahnya kvalitas kerja i Dinas
Kependudukan  danm  Pencatatan  Sipil
Kabupaten Ciamis discbabkan  olch
sumber daya manusia vang masih rendah

schagian  besar  pepawal masih
berpendidikan SMaA sehingga
mengakibatkan kemampuan damn
keterampilan pepawal dalam

menggunakan peralatan teknolog masih
belum optimal.

2. Kurangnya pendidikan dan  pelatihan
pepawai
Dhnas  Kependudukan dan  Pencatatan
Sipil Kabupaten Ciamis kurang dapat
mengembanzkan kompeiensi
pegawainya  dengan  mengikulseriakan
pegawai dalam kegiatan pendidikan dan
pelatthan vang menunjang  profesinya
schingga sering terjadi kesalahan atas
hazil akhir dan  produk pelayanan
mizalnya KE, ETP, dan Akia Kelahiran,

3. Kurang memadainya sarana  dan
Prasarani
Fagilitas atau sarana dan prazarana di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  Pemenniah  Kabupaten Ciamis
masih belum memadai sehingea terdapat
peckerjaan yang terbengkalai akibat tidak
adanya peralatan  vang  dibutuhkan,
ketersediaan fazilitas pendukung seperti
ruang tunggu, parkir, todet, dan tempat
thadah.

4. Belum  optimalnya  pendelegasian
wewenang
Pagawai [Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten
Ciamiz  kurang mendapat  dukungan
pempinan untuk menggali, menyalurkan,
membing serla mengembangkan potensi
PERAWAINYE.

Fenomena-fenomena  yang  terjadi

pelaksanaan  pemberdayvaan aparatur  pada Dinas Eependudukan dan Pencatatan
pemerintahan daerah dalam meningkatkan  Sipil  Pemerintah Kabupaten  Ciamis,
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rendahnya kualitas kerja pegawai  yang
discbabkan  oleh  masih  rendahnya
kompetensi  dan keterampilan  pegawai,
masih belum memadainya sarana dan
prasarana serta fasilitas penunjang dan
belum optimalnya  pimpinan  dalam
melakukan pendelegasian wewenang pada
bawahinnya. Dengan demikian sependapat

dengan pendapat Mangkunegara, (2009: 15)

yang menyalakan bahwa kinerja individu

dipengaruhi oleh:

l. Atribut  individe, yang menentukan

kapasitas untuk mengerjakan sesuatu.

Atnibut individu meliputi faktor individu

(kemampuan  dan  keahlian, latar

belakang serta demografi) dan faktor

psikologis meliputi  persepsi, attinsde,
personality, pembelajaran dan motivasi,

Upaya kemga (work  gfforr),  yang

membeniuk keinginan untuk mencapai

sesuatu.

3. Dukungan organisasi, vang memberikan
kesempatan  untuk  berbuat  sesuatu,
Dukungan organisasi meliputi sumber
daya kepemimpinan, lingkungan kerja,
strukiur organisasi dan fob design.

Berdasarkan uraian di atas dapat
disimpulkan hasil kerja karyawan hambatan
dari  segi  kualitas maupun  kuantitas
berdasarkan  standar  kerja  vang  telah
ditentukan apabila kinerja individu ini tidak
didukung oleh atribut individu, upaya kerja

o

{work effort) dan dukungan organisasi.

34 Upaya yang Dilakukan dalam
Mengatasi Hambatan
Femberdayaan Aparatur
Femerintahan Dacrah dalam
Meningkatkan Kinerja Pegawai

pada  Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis
Berdasarkan hasil analisis wawancara
dan observasi dapat diketahui bahwa upaya-
upaya untuk mengatasi hambatan yang
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis adalah:
. Meningkatkan kualitas kerja pegawai

Upaya wang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten  Ciamis  meningkatkan
keterampilan dalam melakukan inovasi,
keterampilan dalam mengatasi hambatan
dalam pekerjaan, keterampilan dalam

mengoperasikan peralatan kerja,
keterampilan  dalam  memberikan
pelayanan, dan  keterampilan  dalam

melaksanakan fugas pekerjaan schingga
pelayanan  yang  diberikan  kepada
masyarakal sesuai dengan prinsip lebih
mudah, lebih baik, cepat, tepat, akurat,

ramah  sesuai  dengan  harapan

masyarakal,

. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan

pegawal

l. Atasan memberikan bimbingan dan
pengarahan  kepada  bawahannya
misalya  dalam  penataan  dan
penertiban  dokumen  dan data
kependudukan,

2. Mengembangkan kemampuan  dan
pengetahuan yang diperlukan dalam
pelaksanaan fugas dan
tanggungjawabnya,

3. Pendidikan dan pelatihan  formal
seperti  pengelolaan  informasi
administrasi kependudukan,

4. Bimbingan mental dan kerchanian,

. Meningkatkan sarana dan prasarana

l. Penyediaan  peralatan  teknologi

seperti komputer,
2. Membangun sistem
menggunakan Aplikasi S1IAK,
3. Pengadaan sarana dan prasarana
khususnya pengadaan ruang arsip dan

dengan

rak arsip.

. Mengoptimalkan pendelegasian

wewenang

a. Upaya  menggunakan  prinsip
kesatuan  perintah  menyatakan
bahwa setiap bawahan.

b. Memberikan  kepercayaan  dan
penugasan kepada pegawai  yang
memilikikompetensi  tanpa harus
MENCUrIgal.
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¢. Dalam membuat keputusan berusaha dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis,

menciptakan  rasa  adil  diantara
sesima pegawal tanpa adanyva kesan
diskriminasi.

d. Menghargai seliap pendapat
peEawal vang ada  dalam
lingkungannya organizasinya.
Berdasarkan uraian di atas bahwa

upaya wvang dilakuken uniuk mengatas
hambatan  dalam  pemberdayaan  untuk
meningkatkan  kinera  pegawai melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia
seperti menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan, memberkan kepercayaan pada
pegawai. Hal ini sejalan dengan pendapat
Said (2003: 23-25), untuk mewujudkan
pemberdayaan aparaiur guna meningkatkan
kinerja organisasi perlu diterapkan suatu
solusi etika bekenga dan milan  dalam
kepegawaian dengan pendekatan & dasar
sehagai berikut:

l. Milai Dasar Personal (Basic Posonol

Valuwex)

2. Milai vang Berfokus pada Kebiasaan

[ Crustome-Fooussed Falues)

3. Milai  Kepemimpinan

Falues)

4. Milai Profesional (Professional Folies)
5. Milm  Kualitas dam  Produktivitas

{ProductiviteChality Falues)

6. Milai U {Dniversal Falies)

Berdazarkan wraian Ji atas  dapat
disimpulkan bahwa upaya-upaya yang
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan,
memotivasi, dan membangkitkan kesadaran
atas potensi yang dimiliki oleh setiap
aparatur, serfa usaha-usaba nvata uniuk
mengembangkannya,  dengan  harapan
apabila hal ini dapat diwwjudkan, maka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
akan lebih oplimal,

{Leadership

IV, 5IMPULAN DAN SARAN
4.1 Simpulan

Berdazarkan haszil penelitian
mengenai analisis Pemberdayaan Aparatur
Pemerintahan Dacrah dalam Meningkatkan
Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan

maka simpulan yang diperoleh antara lain:

I. Pemberdavaan aparatur  pemerintahan
dacrah dalam meningkatkan kinerja
pegawai pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil Kabupaten Ciamis.
Berdazarkan  hazil  wawancara  dan
obaervas bahwa pelaksanaan
Pemberdayaan aparatur  pemerintahan
daerah  dalam  meningkatkan  kinerja
pegawai pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipill  Kabupaten Ciamis
sudah  dilaksanakan sesuai  dengan
dimensi dan indikator-indikator dalam
penelition ini yailu model pemberian
peran, model kelompok kerja dan model
pemberian kewenangan dengan indikator
seperti adanya pembagian peran vang
jelas  dalam  organizasi, menjelaskan
fujusn dan sazaran organisasi kepada
seluruh angpola oreanisasi, mendesain
struktur OTRAnIZasi, membeniuk
kelompok atau tim kerja, mempercepat
pencapaian twjuan melalui pola
kerjazama, pemberian kepercavaan dan
kewenangan kepada pegawai  untuk
melakukan  analizsis  dalam  membuat
keputusan penting dan  membiarkan
potensi pegawai untuk berkembang,
namun pelaksanaannya belum optimal.

2. Kinerja pegawai pada Dinas
Eependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Eabupaten Ciamis, Berdasarkan hasil
wawancara dan observasi bahwa kinerja
pegawai masih belum optimal baik dari
segi kualitas maupun dari segi kuantitas
pelayanan. Hal ini dapat terlihat dengan
masih adanya pegawai yang memiliki
kualitaz kerjanya masih rendah, masih
danya pegawai yang kurang bertangpung
jawab dalarmn melaksanakan tugasnya
dengan baik dan tepat waktu, masih
rendahnya keterampilan dan  keahlian

yang dimiliki pegawai.
3. Hambatan dalam pemberdayaan apara-
twr  pemenmiahan  daerah dalam

meningkatkan  kinerja  pegawai  pada
Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan
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Sipil Kabupaten Ciamis yaitu rendahnya
kualitas kerja pegawai yang dischabkan
oleh masih rendahnya kompetensi dan
keterampilan  pegawai, masih  belum
memadainya sarana dan prasarana serta
fasilitis ~ penunjang  dan  belum
oplimalnya pimpinan dalam melakukan
pendelegasian WEWENANE pada
bawahanmya.

. Upaya vang dilakukan dalam mengatasi
hambatan  pemberdayaan  aparatur
pemerintahan dacrah dalarm
meningkatkan  kinerja  pegawai  pada
Dinas Kependudukan dan Pencalatan
Sipil Kabupaten Cilamis vailu upaya
meningkatkan kualitas kerja pegawai
dengan  meningkatkan  pengetahuan
mengenai visi dan misi, pengelahuan
tentang hak dan kewajiban, pengetahuan
lenfang  tugas dan tanggung  jawab,
pengetahuan mengenai  peran dalam
instansi, serta pengetahuan mengenai
ANAjEmen pelayanan, Upaya
meningkatkan  keterampilan dalam
melakukan inovasi, keterampilan dalam
mengalasi hambatan dalam pekerjaan,
keterampilan dalam  mengoperasikan
peralatan  kerja,  keterampilan  dalam
memberikan pelayanan, dan
keterampilan dalam melaksanakan tugas
pekerjaan. Berupaya membangun suaty
sistemn  wailu  dengan  mengpunakan
Aplikazi SIAK vang dibangun harus
dapat menyediakan data dan informasi
kependudukan yang akurat, lengkap,
mutakhir dan mudah diakses, Upaya
mengoplimalkan pendelegasian
wewenang  dengan  adanya  garis
wewenang yang jelas maka akan lebih
memudahkan bagi 2etiap angeota untuk
mengetahul Jalanmya suabu
pendelegasian vang di  benkan, dan
kepada siapa delegasi tersebut akan di
pertangpungjawabkan,

d. 2 Saran

Berdazarkan simpulan Ji atas, maka

saran vang dapat penulis kemukakan vaibu:
. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil  Kabupaten Ciamis diharapkan
dalam  pelaksanaan  pemberdayaan
pegawainya lebih  ditingkatkan lagi
dengan dukungan oleh Kepala Dinas
seperti pemberian peran dan lugas yang
lebih jelas sehingga tujuan dan sasaran
pemberdayaan pegawai tercapai dengan
baik dan adanya pola kerjasama antara

Eepala [hnas  dengan pegawai,
kerjasama  antara  pegawal  dengan
pegawai  dan  kerjasama  dengan

mazyarakal sehingga dengan  adanya
keasama tersebutl dapat mempercepat
mencapai  twjuan. Di samping it
pemberian kepercayaan dan wewenang
yang penuh schingga pegawai dapat
melaksanakan fugas dengan sungpuhb-
sungguh dan langrungjawakb,

. Diharapkan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis lebih
meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia dalam melaksanakan ugas dan

fungzinya seperti  meningkatkan
pelaksanaan pelatihan  bagi  pegawai
terutama dalam PENZEUNaan
teknologinya PETUNjang, pirla

pembinaan yang terarah sehingga dapat
memberikan pelayanan pada masyarakat
secara oplimal.

. hharapkan Dinas Eependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis lebil
berupaya dalam meningkatkan
pelaksanaan  pemberdayaan  schingga
dapat memindmalisir hambatan-
hambatan dalam upaya meningkatkan
kinerja pegawai melalui  pemahaman
mengenai visi dan muzi, pengetahuan
tentang hak dan kewajiban, pengetahuan
tentang tugas dan tanggung jawab,
pengetahuan  mengenai  peran  dalam
inslansi, serta pengetahuan mengenai
manajemen  pelayanan, meningkaikan
keterampilan dalam melakukan inovasi,
seperti mengoperasikan peralatan kerja,
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ketcrampilan dalam  membernikan
pelavanan dengan pelatthan-pelatihan,

4. Diharapkan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil  Kabupaten Ciamis
dapat lebih meningkatkan sumber dayva
pegawainya melalui  pendidikan dan
pelatihan sehingga kompetensi, keahlian
dan keterampilan pegawal dapat lebih
optimal yang pada akhimya kinerja
pegawai dapat meningkat lebih optimal

pula  baik dari  kualiths  maupun
kuantitasmya,
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